
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR :LI TAHUN 2016 

TENT ANG 

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

Meriimbarig 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka penyeleriggar aan perner inta han yang 
baik, bersih clan bebas dari korupsi, kolusi clan nepotisme di 
Lingkungan Pernerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, 
Pejabat/Pegawai Pernerintah Kabupaten Sidcnrcng Rappang 
dilarang mcncrima hadiah atau suatu pernberian dari 
siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan arau 
pckerjaannya; 

b. ba hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a, maka perlu menerapkan Peraturnn Bupati 
ientang Pcdornan Pengeridalian Gratifikasi dilingkungan 
Pemerintah Kabupatcn Sidcnrcng Rappang; 

1. Undarig-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan 
Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor '.28 Tahun 1 ggg tentang 
Penyelenggaraan Negara Yung Bcrsih dun Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3851); 

3. Undang-Undang Nornor '31 Tahun 1999 tentang 
Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 140, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana tclah diubah derigan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 [l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nornor 134, Tarnbah an Lcrrrbarari Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 30 'l'ahun 200'.2 tentang Kornisi 
Pcrnbcrantasan Tindak Pidaria Korupsi (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 1 :37, Tarnbahan 
Lernbaran Negara. Republik Indonesia Nornor 4250) 
sebugnirnnria telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 
Tahun 2015 Len tH ng Pen et A p;:.m Peraru ran Pcmcrin tah 
Pengganti lJndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Norrior 30 Tahun 2002 
tentang Kornisi Pcmberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaranif 
Negara Republik Indonesia Nomor 5698); () 



5. Undang-Undang Nornor 5 Tuhun 20 H Len Lang Aparatur Sipil 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 61 Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik. Indonesia 
Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembarar1 Neg .. -1ra Republik Indonesia Tah un 2014 
Nomor 224, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5597) sebagairnana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pernerintuh Nornor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedornan Pernbinuan Dan Pcngawasan Pemerintahan Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia No11101· 
4593); 

8. Peraturan Pernerintah Nornor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pcngendalian Intern Pernerintah [Lerubaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 'Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Norn or IJ 890); 

9. Peraturan Pcmcrin tah Nornor :):; Tahu n 2010 ten tang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Talrun 2010 Nornor 74, Tarnbahan Lernbaran Negara Wepublik 
Indonesia Nomor 5153); 

10. Peraruran Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan dan Pernberantasun Kor upsi Jangka 
Panjang Tahun 201?-2025 dan Jangka Menengah Tahun 
2012<Wl4; 

11. Peraturan Menteri Pcmbcrdayaan Aparatur Negara dan 
Rcforrnasi Birokrasi Nornor 52 Tahun 2014 tcntang Pedornan 
Pernbangunan Zona l ntegr itas Men uju Wilayah Bersih Dari 
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih clan Melayani di 
Lingkungan Kemeruerian /Lernbaga dan Pcmcrintah Daerah; 

12. Peraturan Kornisi Pcmbcrantasan Korupsi Nomor 02 tahun 
2014 ten tang Pedornan Pelaporan clan Penetepan Stat us 
Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor '.2101) sebagairnana telah diubah dengan Pcraturan 
Kornisi Pembcrantasan Kcrupsi Nornor 06 'l'ahun 2015 [Berit.a 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 186:3); 

MEMUTUSKAN: 

Meneiapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN 
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
SIDENRENG RAPPANG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini y;::ing dimak sud clP.n8an: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenrcng Rappang. 
:2. Pcmerintah Daerah adalah adalah Bupati scbagai unsur 

penyelenggara Pcrncrintahan Daerah yang mernimpin 
pelakeanaan uruean pernerintahan yang menjadi t· kcwenangan daerah. 

3. Bupat.i adalah Bupati Sidenreng Rappang. 
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4. Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 
5. Pejabat./Pegawai Pcrncrintah Kabupate n Sidenrcng Rappang yang 

selanjutnya disebut Pejabal./Pegawai adalah Bupati Sidenreng Rappang, 
wakil Bupati Sidenreng Rappang, Apararur Sipil Negara, Calon Aparatur 
Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pcgawai BUMD, 
Pegawai y,mg bekerja untuk dan atas narna Pernerintah dacrah. 

6. Kornisi Pernbcran tasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah 
lernbaga ncgara yang indcpenden dengan tugas dan wcwcnang melakukan 
pemberantasan tinduk pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang 
Undang Nornor 30 Tahun 2002 tcritang Kornisi Pernberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 

7. Satuan Kerja Perangkar Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pcrnerintah daerah, 

8. Badan Usaha Milik Daerah yang sclanjutnya disingkat BUMD adalah 
Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pernerintah Daerah, 
dapat berbcntuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas. 

9. lnspektorat adalah SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang yang rnerupakan 
unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

10. Unit Pelaksaria Tekriis yang selanjutriya disingkat UPT adalah Unsur 
pelaksana tugas t.eknis pada Dinas dan Badan 

11. Grntifikasi adalah pernberian dalarn arti luas, yakni uang, barang, rabat 
(discount), kornisi, pinjaman t.anpa bunga, tiket perjalanari, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pcngobatan cuma-curna, dan fasilitas 
lainnya, baik yang ditcrirna di dalam negeri maupun di luar negcri, yang 
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 
clcktronik, 

12. Pengendalian Grarifikasi adalah suatu sistem Y811f\ bertujuan untuk 
rnengcndalikan penerirnaan gratifikasi sccara transparan dan akuritabel 
melalui serangkaian kcgiatan yang mclibatkan partisipasi aktif badan 
pcrncrintahan, dunia usaha clan masyarakat unruk membentuk lingkungan 
perigendulian gratifikasi. 

13. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Sidenrcng Rappang yang 
sclanjutnya disingkat UPC Kabupaten Sidcnrcng Rappang adalah unit kerja 
yang bertanggungjawab untuk menjalarikan Iungsi pengendaliun gratifikasi 
<lilingkungan Pcmcrin tah daerah. 

14. Pcmberi adalah para pi hak baik perseorangan, sekelorripok orang, badan 
hukum atau lernbaga yang mernbcrikan gratifikasl kepada penerima 
gratifikasi. 

15. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lernbar isian yang ditetapkan oleh 
KPK dalam berituk elektronik at.au non elektroriik untuk rnelaporkan 
Pcnerirnaan Grarifikasi. 

16. Pelapor Oratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/ pegawoi 
yang mene:rima grar.ifikasi dan mengisi formulir grnlifikasi sesuai prosedur 
dan kernudian melaporlrnn kepada KPK 81.au melalui UPG. 

17. Laporan Gratifikasi .:tdalah dokumcn yang berisi informasi lengkap 
penerimaan Gr�Lifikasi yang diluangkan dalarr1 Formulir Pclaporan 
Gratifikasi ole.h Pelnpor. 

18. Konflik kepenLingan adalah kondisi dari Pejalxu/Pcgawai yang patut diduga 
memiliki kepcnlingan pribadi dan dapat mernpengaruhi pelaksanaan tugas 
atau kewenangannya secara tidak patut. 

l q Kedinasan adalah seluruh aktivitas resrru Pejabat/Pegawai dalam 
pclnksi'lnaan luga.s, fungsi cl.an jabatannya. 

20. Bcrlaku umum ado..lo..h sua1·u kondisi bentuk pemberian yang dil>erlakuknn 
sama dalo.m lwl jenis, bcntuk, persyaratan utau nilai unLuk semua peserta 
dan mcmcnuhi pnnsip kcwajarnn. 

21. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nil8i tukar V3luti'l asing dengan mata 
uang Rupiah yang diclapatkan dari rarn-rnta kurs jua.l dan kurs beli '/, 

Kurs fual, Kurs Beli. . 0 (Kurs Tengah = 
2 

J pacla han tertentu. 
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BAB II 
MAKSUD,TUJUAN, DAN PRINSIP 

Bagian Kesatu 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dirnaksudkan untuk memberikan pedornan kcpadu 
Pejabat /Pegawai dalarn rnemahumi, rnengendalikan dan mengelola 
Gratifikasi di lingkungan Pernerintah Daerah. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan: 
a. meningkatkan pengctahuan clan pcmahaman Pejabar./ Pegawai ten tang 

gratifikasi; 
b. meningkatkan kepatuhan Pej .. ibat/ Pegawai terhadap keterituan 

gratifikasi; 
c. menciptakan lingkungan kerja da n budaya kerja yang transparan clan 

akuritabel di lingkungun Pemerintah Dacrah; 
d. rnernbangun integritas Pejabar/Pcgawai yang beraih dan bebas dari 

kurupsi, kolusi dan nepotisme: dan 
e. rneningkatkan kredibilitas dan kepercayuan publik atas 

penyelenggaraan layanan di Pernerintah Daerah. 

Bagian Kedua 
Prinsip Dasar 

Pasal 3 

(1) Setiap Pejabat /Pegawal wajib rnenolak gratifikasi yang diketahui sejak 
awal bcrhubungan dcngan jabatannya dan berlawanan dcngan kewajiban 
atau tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima: 
a. terkait dengan pernberian layanan pada rnasyarakar diluar pcncrimaan 

yang sah; 
b. terkait dengan tugas dalam prm;es penyusunan anggaran diluar 

penerimaan yang sah; 
c. terkaii dengan tugas dalam proses pemcriksaan, audit, monitoring clan 

evaluasi diluar penerirnaan yang sah: 
d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerirnaan yang 

sah/resmi dari Pernerintah Bupati Sidenreng Rappang; 
e. dalarn proses pcnerimaanj' promosiyrnutasi pegawai; 
I. dalarn proses kornunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan 

pihak lain terkait dengan pclaksanaan tugas dan kewenangannya; 
g. sebagai akibat duri perjanjian kcrjasama/kontrak/kescpakaran dengan 

pihak lain; 
h. sebagai ungkapan terirna kasih sebelum, selama atau sctclah proses 

perrgad acm baruug d a n jasa: 
1. rnerupakan hadiah atau souvenir tmgi pegawai rpengawas Ztamu selama 

kunjungan dinas; 
J. merupakan Iasilitas entertainment, Iasilitas wisata, voucher oleh 

Pejabat/ Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan 
tugas dan kcwajiba nnya dcngan pernbcri gratifikasi yang tidak relevan 
dcngan penugasan yang cliterima; 

k. dalarn rarigka mcmpengaruhi kcbijakari / keputusan / perlakuan 
pemangku kewenangan 

I. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait derigan jabaLan dan b bertcnt.angan dcngan kewaj iban/ tugas Pejabat j Pcgawai. 



5 

(2) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai 
Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dcngan 
jabatan dan bcrlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 

(3) Pegawai Negeri aiau Penyelenggara Negara rnelaporkan penolakan 
gratilikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) k�pada CPO di instansi 
terkait. 

(,.1) Dalam hal VPG di instansi Pelapor belum terbentuk, 
disampaikan kepada bagian yang menjalankan 
pcngawasany kepat.uhan atau kepada atasan langsung. 

Pasal 4 

pelaporan 
fungsi 

(1) Kcwajiban periolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 
ayat (1) dikecualikan dalam hal: 
a. gratifikasi tidak diterirna secara langsung; 
b. pernberi gratifikasi tidak diketahui; 
c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yarig diterima; 
d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adal isuadai atau upacara 

keagarnaan; darr/ atau 
e. adanya kondisi LCrLCnLu yang tidak rnungkin ditoluk, yaitu: 

pcnolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik 
institusi, mernbahayakan pcnerirna dan/aLau mengancam jiwa/harta 
atuu pckcrjaan J'ojabat./Pegawai 

(2) Pejabat/ Pegawai yang tidak clapat rnenolak karena mernerruhi kondisi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut 
kcpada KPK ata u kepada KPK melalui UPG. 

(3) Dalam ha! Pejabat/Pegawai rnenerirna grai.ifikasi yang t.idak dapat. ditolak 
sebagairnana dimaksud dalarn ayal (1) bcrupa makanan yang mudah 
busuk atau rusak, penerirna gratifikasi wajib mcnyarnpaikannya kepada 
UPG. 

(4) Dalarn rangka merncnuhi prinaip kemanfaatan, UPG menyalurkan 
makanan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, panu 
jornpo, atau tempat pcnyaluran bantuan sosial lainnya. 

(5} Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana d irnaksud pada ayal (4) 
diberitahukan kcpada KPK. 

BAB III 
PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI 

Pasal 5 

Pejabut./Pcgawai wajib melaporkan setiap gratifixasi yang ditcrirnanya kepada 
KPK atau melalui lJPG_. kecuali dalam hal: 
a. pernberian dalam kcluarga yaitu kakek/nenek, bapakjibu/mertua, 

strnmi/istri, anak/ mennrn.u , anak angkaty wali yang sah, cucu, besan, 
paman/ bibi, kakalc/ adik / ipar, sepupu dun kcponakan, sepanjang tidak 
terdapat konflik kcpcn tingun: 

b. pcrnberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku urnum; 
c. pernberian berupa keunturigan atau bunga dari pcnempatan dana, 

investasi atau kcpcmilikan saharn pribadi yang berlaku urnurn; 
d. manfaat dari koperasi, organisasl kepegawaian atau organisasi yang 

sejenis berdasarkan keanggotaan yang be rlak u umum; 
c. serninnr kit yang berberu.uk scpcrangkat moclul, alaL tulis, 

sertifikal, Las dan pakaian dengan logo ntnu inforrnasi terkait 
yang berlaku um urn, yang diterima 
seminar I pelatihan/workshop/ konferensi atau kegialun scjcnis; 

L hadiah, n.prcsiasi atau penghargc.1an dari kejuaraan, perlombaan atau 
kompetisi yang diikuti clengan biaya scndiri dnn (idak terkait dengan<d 
ke<linasan; I 

plakac, 
instansi 

dalam 



g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang acla kaitannya clengan 
peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pernerintah "sesuai 
clengan pcraturan perundang-undangan yang berIaku; 

h. hadiah langsung/undian, diskonyrabat, uoucher, point rewards, atau 
suvenir yang berlaku sccara umum clan tidak terkait kedinasan; 

1. kompensasi atau honor atas profcsi diluar kcgiatan kedinasan yang 
tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat 
konflik kepentingan dan tidak rnclanggar pcraturanykode etik 
Peja bat/ Pegawai yang bersangku tan; 

J. kompensasi yang diterima terkait kegiatan ked irras.an se pert i horiorarrum, 
transportaai, akornodasi clan pernbiayaan yang tclah ditctapkan dalam 
standar biaya yang bcrlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang 
tidak terdapat pernbiayaan ganda, tidak tcrdapat bcnturan 
kepentingan, dart tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi 
penenma; 

k. karangan bunga dengan nilai yang wajar; 
L pernberian terkait dengan pcnyclcnggaraan pcsra pcrtunangan, 

pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara 
adal/agama lairinya paling banyak Rp1 .000.000,00 [satu juta rupiah) per 
pcrnberian per orang dalam setiap kegiatan; 

m. bingkisan/cinderamaw/suvenir atau bcnda 
tamu/undangan dalarn penyelenggaraan pesta 
pada lruruf I paling banyak Rpl.000.000,00 
pernberian dalam setiap kegiaian: 

n. pemberian terkait dengan musibah al.au bcncana yang dialami oleh 
diri Penerirna Gratifikasi, suarni, istri, anak, bapak, ibu, rnertua, clan/atau 
rnenantu penerima gratifikasi paling banyak Rp l .000.000,00 (satu juta 
rupiah) per pernberian per orang dalarn sctiap peristiwa; 

o. pernberian sesarna pcgawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi 
jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam ben tuk uang atau alat tukar 
lainnya paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per pernberian per 
orang derigari total pemberian Rp I .000.000,00 (satu juta rupi ah] dalrn 
waktu 1 (satu) tahun dari pernberi yang sarna; clan 

p. pemberian se sama rckan kcrja y3ng tidak dalam bentuk uang atau alar 
tukar lainnya paling banyak Rp. 200.000,00 (dua rat us ribu rupiah) per 
pernberian per orang dengan total pcmbcrian paling banyak Rp. 500.000 
(lima ratus ribu rupiah] dalam 1 [satu) tahun dari perriber i yang sama, 
sepanjang tidak diberikan olch bawahan ke arasan. 

Pasal 6 

(1) Dalam hal penerimaan gratifika si sebagairnana dirnaksud dalam pasal 5, 
bukan dalam benruk uang, penerirnaan tersebut dihitung berdasarkan 
harga pasar pada saat pernberian. 

(2) Dalam hal penerirnaan scbagairnana dimaksud dalam pasal 5, dalam 
bcntuk vahJt.a asing, peucriruaan Lerseb1..1.t dihit1..111g berdasarkan Kun:; 
Tengah Vahlta Bank lndonesia pacla r.anggal pc:nerirn:::ian. 

Pasal 7 

(1) Lapun.m gratifikasi sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal :'> ayat (1) 
disampaikan secara tertulis rnenggurrn k,rn saran a elektronik atau non 
elektonik dcngan rnengisi forn1ulir pelaporan gratifikasi. 

{2) Laporan Gratifikasi scbag3im3na dimaksud ayat (1) clianggap lengkapo/ 
apabila sekurang-k1..trangnya mcmuar.: D 
a. nama dan alamat lengkap per1erimu dun pcmbcri Gratifikasi; 
b. jabaLan Pcga\vai )[egeri atau Penye!enggara Negara; 
c. tcmpat dan waktu penerimaan Grar.ifikasi; 

sojenis y;:mg diterirna 
sebagairnana dirnak sud 
(satu juta rupiah) per 
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d. uraian jenis Grarifikasi y3ng diterima; 
e. nilai Gratifikasi ytu1g diterima. 

(3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan 
clengan earn: 
a. disarnpaikan kepada KPK paling larnbat 30 (tiga puluh) hari kcrja sejak 

Gratifikasi diterirna; atau 
b. disampuikan kepada KPK melalui UPC dalarn jangka waktu paling lama 

7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima. 
(4) UPC sebagaimana dimaksud pada ayat (?.) huruf b meneruskan laporan 

yang diterimanyu kepada KPK dalarn jangka wakt u 14 (cmpat belas) hari 
sejak laporan Gratifikasi diterima. 

(5} KPK menctapkan status kepernilikan Gratifikusi dalarn jangka wakru 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkup. 

BAB IV 
UNIT PENGENDALIAN GRA TIFIKASI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 8 

(1) Dalarn rangka melaksanakan program perigendalian gratilikasi dibentuk 
UPC. 

(2) Susunan keanggotaan UPG sebagairnana dimaksud pada ayat (1 ), terdiri 
dari: 

: Bupati Siclenreng Rappang, 
: Sekretaris Daerah. 
: lnspektur Kabupaten. 

Kabag Hukum Sekertanar Daerah. 
Para Jnspektur Pcmbantu dan Auditor pad .. 'l 
Inspektorat Kabupaten, Pejabat Eselon III/JV di setiap 
SKPO. 

(:3) Untuk rnembantu pclaksanaan rugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang 
dipimpin oleh sekretaris UPG 

(4) Susunan personil Kanggot.aan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana 
dirnalcsud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, 

Pasal 9 

( 1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratilikasi Ketua VPG 
atas narna Bupati merninta satu orang pegawai pada SKPD di Lingkungan 
Pemer+ntah daerah yang akan bcrtugas melakukan sosialisasi gratifikasi 
dan/ a tau meln porkari kegiat.an dan yang berindik,;:;i gratifikasi di SKPD 
masing-rnasing. 

(2) Penetapan dan rincian tuga s pegawai sebagaimuna dirnaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 
Wewenang dan Kewajiban UPG 

Pasal 10 

UPG mcmpunyai tugas berupa: 
a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain 

yang seienis untuk mcndukung penerapan perigcndalian gratifikasi; 
b. menerirna, menganalisa dan mengadministrasikan laporan pen�rimaan';/ 

dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelcnggara Negara; l 
c. mcncruskan laporan pcnerirnaan gratifikasi kepada KPK; 

a. Pembina 
b. Pengarah 
c. Kctua 
d. Sekretaris 
e. Anggota 



d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; 
e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan 

kebijakan pengendaliun gratifikasi kepacla pirnpinan instarisi: 
f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan 

eksternal instanai: 
g. melakukan pcngclolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan 

instansi; 
h. melakukan pernetaan Lit.ik rawan penerimaan dan pcrnberian gratifikasi; 

clan 
1. melakukan monitoring da n eval u aai penerapan pengendalian gratifikasi 

bersarna KPK. 
Pasal 11 

Dalam mclaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban: 
a.. Melakukan pernilahan dan menyampaikan laporan hasil pernilahan atas 

laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK RI setiap hari 
kerja pertarna di tiap minggunya; 

b. Mcnyampaikan laporan rekapitulasi perianganan clan tindak Ianjut 
laporan pcnerirnaan gratifikasi yang dikelola UPG kcpada KPK RI; 

c, Menyarnpaikan Iaporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut 
laporan penerirnaan dan pernberian gratifikasi kepada Bupati .mclalui 
Inspektorat secara pcriodik; 

d. Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi: 
e. Melakukan koordinasi do n ko n s u lta s i ke pada KPK RI dalam pclaksariaan 

pengendalian Gratifikasi; 
f. Melakukan pemaritauan tindak lanjut atas pernanfaatan penerimaan 

gratifikasi tcrhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pcmcrintah Daerah; 
g. Melakukan pengkajian utik rawan potensi terjadinya gratifikasi di 

lingkungan Pcrnerintah Daerah; dan 
h. Melakukan dan mcngkoordiriasikan pelaksanaan diserninasi program 

pcngendalian gratifikasi. 

Pasal 12 

( 1) Terhadap gratifikasi yang ditctapkan KPK dikelola oleh Pernerintah 
Dacrah, UPG dapat rnenentukan pernanfaa tarinya yaitu: 
a. Dimanfaatkan oleh Pernerintah Daerah untuk keperluan 

penyclcnggaraan Pernerintah Daerah; dan r atau 
b. Disurnbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya; 
c. Dikernbalikan kepada pemberi gratifikasi: 
d. Dikernbalikan kepadu pcncrima gratifikasi; alau 
e. Dirnusnahkan. 

(2) Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikaai menggunakan formulir 
yang tercanturn pada lampiran yang merupukun bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini 

Pasal 13 

Keterituan lebih lunj ut mengenai Tata cara pelaksariaan ·wewenang dun 
kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk ieknis Inspektur Kabupatenf 
Sidenreng l�8pp;:i,ng sclaku ketua Lf PG. 
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BABV 
PENGAWASAN 

Pasal 14 

(1) Pejabatj'pegawai atau pihak keuga yang mengetahui adanya pelanggaran 
terhadap Pcraturan ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara 
langsung atau melalui pos/e-rrwil Sekretariat UPG. 

(2) Pejabat/ pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagairnana dimaksud 
pada ayat ( 1) dijamin kerahasiaannyu. 

Pasal 15 

( 1) Kcpala SKPD bertariggungjawab atas pelaksunaan pengeridalian gratifikasi 
di SKPD/UPT. 

(2) Inspektur Kabupaten bertanggung jawab atas pcngawasan pelaksanaan 
pengendalian gratifikasi di lingkungun Pernerintah daerah. 

(3) lnspektur Kabupaten melaporkan hasil pengawasan sebagairnana 
dimaksud pada ayut (2) kepada Bupati. 

Pasal 16 

(I) Seluruh Pegawai Negcri Sipil di l.ingkungan Pemerintah Daerah, wajib 
mernbuat surat pernyataan tentung penolakan , pencrimaan dan/atau 
pembcrian gratifikasi secara periodik. 

(2) Surat Pernyat.aun dibuat setidak-tid aknya 2 (dua) kali dalarn setahun 
pada akhir bulan juni dan akhir bulan Dcsernber setiap tahun. 

(3) Surat pernyataan disarnpaikan kepada Rupacl rnelalui UPG. 
(4) Forrnulir s.urat pernyataan sebagairnana dirnaksud dalam ayat (1) 

tcrcanturn pada larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

' (5) Untuk pertarna kali kewajiban mernbuat surat pernyataan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) dilak ukan di lingkungan SKPD yang 
mcnjalankan Iungsi pclayanan publik 

(6) Perigawasan kcpatuhan atas kewajiban sebagaimana dirnak s ud pada 
ayat (1) dilaksanakan olch lnspekrur Kabupaten. 

BAB VI 
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN 

Pasal 17 

{l) Pelapor grarifikasi berhuk mcndapatkan pcrlindungan hukurn, yaitu: 
a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat 

adrninistratif kepegawaian yang tidak objektif dun merugikan pelapor, 
narnun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, perrurunan 
penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/rnutasi atau 
hambatan kar-ir lainnya; 

b. pemindahtugasarr/ rnutasi bagi pelapor dalarn ha! timbul intirnidasi 
arau ancarnan fisik; 

c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan 
Pernerintah Daerah; 

d. kerahasiaan iden ti tas. 
(2) Setiap Pcjabat pada Pernerintah Daerah wajib mernberikan perlindungan 

terhadap Pejabar/ Pegawai yang menyarnpaikan laporan grutifikasi 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). 

(3) Sctiap Pejnbnr padu Pemcrintah Daerah dilarang mernberi perlakuan 
diskriminatif ata:1 ti!1dakan yang rnc.rugikan Pejabat /Pegawai karena '1 
mclaporkan gratifikasi. 6 
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(4) Dalarn ha! terdapai ancaman Iisik da ny atau psikis kepada 
Pejabat / Pegawai karena melaporkan gratifikasi, Peja ha t/ Pegawai dapat 
meminta perlindungan kepada LPSK atau intansi lain yung bcrwenang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Pclapor menyarnpaikan perrnohonan secara tertulis kcpada Bupati melalui 
Kctua UPG dengan diternbuskan kcpada KPK. 

Pasal 18 

(1) Pejabat./Pegawal yang rncrnatuhi kerenrunn pengendalian gratifikasi dap .. -tl 
diperhitungkan menjadi Iaktor pcnambah dalam penilaian kincrja. ' 

(2) Pcnilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat. dijadikan 
pertimbangan dalarn kebijakan promosi pegawai atau insentif. 

(3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan 
ayat ('.2) dilaksanakan sesuai dengan pcraturan yang merigatur penilaian 
kinerja {fan disiplin kepegawaian yang berlaku. 

BAB VII 
SANKSI 

Pasal 19 

Pelanggaran yang dilakukan olch Pejabat / Pegawai terhadap ketentuan 
yang diatur dalarn Peraturan ini, dikenakan sank si sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undanga n. 

BAB VIII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 20 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tariggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengctahuinya, rnemerintahkan perigundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Dacrah. 

Diundangkan di Panglq.J�ne S�denreng 
pada t .. mggal, f 0 A-0!.H 1VJ ..?-� l C 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

·c:3 
RUSLAN 

Ditetapkan di Pangkajcnc Sidenrenof 
pada tanggal {g A-fjl,\�tvr ;)..oc 

RAPPANG, 
{. 

1[-- 

,, f:. .! I', il ;. 1 • .• f<i,F 
-- _-J:_._•_ 

�·--- �-- 
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR .. ::tl 
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